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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 148 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA

AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (PK-BLU) wajib menggunakan standar
pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan
kewenangannya,;

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas
pelayanan pada Akademi Perkeretaapian Indonesia
Madiun diperlukan adanya Standar Pelayanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Standar Pelayanan pada Akademi Perkeretaapian
Indonesia Madiun melalui Peraturan Menteri

Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang
Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran
Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4616);

Keputusan Presiden Nomor 187 /M Tahun 2004 tentang
Pembentukan kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 31 /P Tahun 2007;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 94 Tahun 2006;



Menetapkan

2015, No.1541

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17
Tahun 2007,

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun
2011 Tentang Sertifikat Auditor Perkeretaapian;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun
2011 Tentang Akreditasi Badan Hukum Atau Lembaga
Pendidikan Dan Pelatthan Sumber Daya Manusia
Perkeretaapian;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun
2011 tentang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan
Kereta Api Dan Pengendalian Perjalanan Kereta Api;

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun
2011 tentang Sertifikat Instruktur Perkeeretaapian;

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun
2011 tentang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana
Perkertaapian;

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2014
tentang Tata Kerja Dan  Organisasi Akademi
Perkeretaapian Indonesia Madiun (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1144);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR
PELAYANAN PADA AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA
MADIUN.

Pasal 1
Standar Pelayanan Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun
merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan
Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun dalam
penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat pada

Pendidikan dan Pelatihan dibidang Perkeretaapian.
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Pasal 2
Standar Pelayanan Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi dasar hukum,
persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu,
penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana,
prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksanaan,
pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan
masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan
keamanan, serta evaluasi kinerja sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Standar Pelayanan Akademi Perkeretaapian Indonesia
Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib

diterapkan secara penuh pada tahun 2015.

Pasal 4

(1) Standar Pelayanan Akademi Perkeretaapian Indonesia
Madiun yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 wajib dievaluasi dan diperbaiki
secara berkelanjutan oleh Akademi Perkeretaapian
Indonesia Madiun.

(2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada
Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri

Perhubungan.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Oktober 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
IGNASIUS JONAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



